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WALIKOTA BINJAI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

PERATURAN WALIKOTA BINJAI 

       NOMOR 23 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 

WALIKOTA BINJAI, 

   
Menimbang    :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) 

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 
       

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3322); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Kuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 

5. Peraturan ..... 

SALINAN 
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5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Biaya Kerja 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 

Prasarana Biaya Kerja Pemerintahan Daerah; 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI 

BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Binjai. 

2. Walikota adalah Walikota Binjai 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsp Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagamana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai. 

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD 

Kota Binjai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Tunjangan Transportasi DPRD adalah merupakan bagian dari tunjangan 
kesejahteraan yang diberikan dalam bentuk uang, untuk menunjang mobilitas 

Anggota DPRD dalam bekerja. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai. 

 

 
 

BAB II ..... 
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BAB II 

TUNJANGAN TRANSPORTASI 

 
Pasal 2 

(1)  Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD. 

(2) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan kemampuan 

keuangan daerah berdasarkan  asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, 
standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah ditetapkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang 

berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak 

termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. 
(4) Tunjangan transportasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalam bentuk uang sebesar Rp. 9.350.000,00/bulan. 

  
 

BAB III 

PEMBIAYAAN 

 
Pasal 3 

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada 

APBD.  
 

 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai. 
 

 

 
  Ditetapkan di Binjai 

 pada tanggal 25 Agustus 2017           

       
               WALIKOTA BINJAI, 
  

 
                                                                               ttd 

 

                          MUHAMMAD IDAHAM 
 

Diundangkan di Binjai 

pada tanggal 25 Agustus 2017                
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI, 

 
 

               ttd 

 
M. MAHFULLAH P. DAULAY 
 

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 23 


